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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persentase efektivitas penerimaan BPHTB Kabupaten Belu tahun 

2013-2015 memiliki rata-rata 98,29% dengan kriteria efektif. 

Berdasarkan pencapaian targetnya, kinerja Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Belu dalam melakasanakan pemungutan BPHTB sudah 

cukup baik. Meskipun efektivitas BPHTB Kabupaten Belu sudah 

cukup baik, berdasarkan hasil penelitian masih terdapat potensi 

BPHTB yang belum dioptimalkan. Hal tersebut karena penentuan 

target BPHTB Kabupaten Belu belum mempertimbangkan potensi riil 

di lapangan dan kecurangan serta pelanggaran yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak. 

2. Persentase kontribusi penerimaan BPHTB terhadap Pendapatan Pajak 

Daerah Kabupaten Belu tahun 2013-2015 memiliki rata-rata 11,64% 

dengan kriteria kurang. Penerimaan BPHTB yang rendah diakibatkan 

oleh rendahnya transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di 

Kabupaten Belu. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka peneliti 

memberikan saran untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Pendapatn Daerah 

Kabupaten Belu dalam mengelolah BPHTB, sebagai berikut: 

1. Peninjauan kembali terhadap penentuan target khusus untuk pajak 

BPHTB. Guna menentukan target BPHTB yang mendekati potensi 

sesungguhnya, maka selain berdasarkan realisasi penerimaan tahun 

sebelumnya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, hendaknya 

pemerintah Kabupaten Belu juga mempertimbangkan potensi riil 

dengan melakukan survei di masyarakat Kabupaten Belu secara 

efektif. 

2. Melihat kontribusi penerimaan BPHTB yang sangat kecil terhadap 

Pendapatan Pajak Daerah, maka untuk meningkatkan penerimaan 

BPHTB pemerintah Kabupaten Belu harus meningkatkan kegiatan 

sosialisasi mengenai pajak BPHTB sacara stabil dan melakukan survei 

lapangan secara menyeluruh ke seluruh daerah Kabupaten Belu. 

3. Pemerintah Kabupaten Belu khususnya Badan Pendapatan Daerah 

untuk meningkatkan penerimaan BPHTB perlu menambah tenaga 

kerja, sehingga proses survei lapangan secara menyeluruh tidak 

memakan waktu lama. 

4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu perlu menindaklanjuti 

perencanaan yang telah dibuat agar dapat memperlancar dan menjadi 

dasar untuk aktivitas di lapangan. 
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